
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan

setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang telah diperoleh tentang

putusan No. 06/PID.TPK/2011/PN.TK dalam penelitian skripsi ini, maka dalam

bab V ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara

Nomor : 06/PID.TPK/2011/PN.TK dikenakan pidana penjara selama 1

(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Hakim menyatakan bahwa

terdakwa Ir. H. A. Sauki Shobier telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pelaku dinyatakan oleh hakim sebagai orang yang cakap hukum dan dinilai

mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya

tersebut.
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2. Dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Nomor :

06/PID.TPK/2011/PN.TK yaitu:

a. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan

yang dituduhkan kepadanya.

b. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa itu

merupakan suatu tindak pidana dan menyatakan bahwa terdakwa

tersebut bersalah dan dapat dipidana karena terdakwa telah terbukti

melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terdakwa telah

melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Disamping hal itu, dalam memutuskan perkara di persidangan hakim juga

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang

meringankan bagi terdakwa. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu

kepastian hukum dan keadilan sejati guna hakim melaksanakan putusan

pegadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
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B. Saran

1. Mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi, jaksa

sebagai penuntut dan hakim sebagai pemutus sebaiknya mampu untuk

menentukan secara teliti dan cermat hukuman dan pasal-pasal apa saja yang

dianggap paling tepat untuk dijerat kepada terdakwa. Karena tujuan pidana

bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu

sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya saran untuk melindungi

kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan

pembalasan atau pengimbalan terhadap seseorang yang telah melakukan

tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang lebih

bermanfaat dari sekedar pembalasan yaitu bertujuan untuk membina dan

membimbing seorang terdakwa untuk menjadi manusia yang lebih baik

dimasa yang akan datang.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap

pelaku tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan berbagai keterangan

saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat-alat yang dapat

dijadikan bukti serta dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di

pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan putusan pengadilan yang

menyangkut perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif dan

benar-benar dapat mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum didalam

masyarakat.


